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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang,
Kepala Daerah mengajukan Paraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2014 yang dijabarkan dalam kebijakan umum
APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Sebagaimana
Persetujuan Bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2014 Nomor: 900/613/DPPKAD/2013 dan DPRD
Nomor : 16 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 1820);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionaln (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penynelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 787.438.915.540,07
2. Belanja Daerah Rp. 824.382.533.691,32
Surplus/(Defisit) Rp. (36.943.618.151,25)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 78.060.820.817,20
b. Pengeluaran Rp. 5.878.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp. 72.182.820.817,20

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan Rp. 35.239.202.665,95

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah ........................ Rp. 35.130.000.000,00
b. Dana Perimbangan ..........ccccceeeeeeeenennnnn. Rp. 668.631.703.883,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.. Rp. 83.677.211.657,07

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah ..., Rp.  18.554.000.000,00
b. Retribusi Daerah .........ccccccccciiciiiennennn. Rp. 8.585.067.302,00



3.

4.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan ...........cccccceiiiiiiiiinnnnnnn. Rp. 4.555.000.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
SAN Lo Rp. 3.435.932.698,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ..... Rp. 72.698.172.883,00
b. Dana Alokasi Umum ............ccccevvvvnnnnnnes Rp. 552.539.111.000,00
c. Dana Alokasi KNUSUS ..........cccceeviiiiinennn. Rp. 43.394.420.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah Pihak Ketiga Rp. 3.500.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 26.277.935.925,07

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 43.249.675.732,00
d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 8.649.600.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung ..............c.ocvvueee Rp. 422.703.775.471,45
b. Belanja Langsung ...........cccccuuvvvvvvnnninnnennn. Rp. 401.678.758.219,87

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai .............cuvvvveeiiiiiininnnnennn. Rp. 370.316.063.732,00
b. Belanja Bunga ........ccccceeeeeeeeeeeeiiecieeeee, Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi ........cccccvviiiiiiii Rp. 0,00
d. Belanja Hibah ............cccciiiiiiiis Rp. 17.223.700.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial ...............cccoeeee. Rp. 2.890.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pem.Desa..... Rp. 1.855.400.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan ..................... Rp. 29.418.611.739,45
h. Belanja Tidak Terduga .........cccccceeeeeeenennn. Rp. 1.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai ..............vvvvveveiiiininnnnnnn. Rp. 37.914.105.650,00

b. Belanja Barang dan Jasa ...................... Rp. 161.852.079.514,67

c. BelanjaModal ..........oooovvviviiiiiiiiiiiiiieen. Rp. 201.912.573.055,20
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :

a. Penerimaan ............ccccciiicccccccee, Rp. 78.060.820.817,20
b. Pengeluaran ............cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnes Rp. 5.878.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis Pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya .... Rp. 78.060.820.817,20
b. Penerimaan Pinjaman Daerah .............. Rp. 0,00



Uraian lebih

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan
Pemerintah Daerah .........ccccccceeiiiiiinnnnnn. Rp.

b. Pembayaran Pada PT ASKES ............

lanjut Anggaran

Modal (Investasi)
5.578.000.000,00

Rp. 300.000.000,00
Pasal 5

Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.
2.

10.

11.

12.
13.

Lampiran |

Lampiran Il

Lampiran 11l

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran 1X

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran Xl

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan:

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.
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Pasal 7

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak

terduga.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegaiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan memiliki
dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

27 Desember 2013
PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

Pada tanggal

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013

NOMOR
TANGGAL

112
1 27

Desember 2013
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